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TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN


[bookmark: _Toc137558418]2.1 Penelitian Sebelumnya
Adapun hasil penelitian terdahulu yang berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya:
Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

	No
	Judul, Nama Penulis dan Tahun
	Persamaan 
	Perbedaan

	1. 
	Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.
Nama Penulis: Karmila (2021) Universitas Muhammadiyah Makassar.
	· Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode kualitatif.
· Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang BPNT
	· Lokasi penelitian penulis di Desa KedungJaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di Kabupaten Gowa.
· Peneliti menggunakan tema Implementasi Kebijakan sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan tema Efektivitas.

	2.
	Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)
Nama Penulis : Rahma Dwi Octavia (2022) Institut Agama Islam Negeri ParePare
	· Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode kualitatif.
· Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang BPNT
	· Lokasi penelitian penulis di Desa KedungJaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.


	3.
	Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus pada Kartu Sehat Bekasi Tahun 2017 dan 2018).
Nama Penulis : Feby Dwi Andyani (2020) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
	· Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode kualitatif.

	· Lokasi penelitian penulis di Desa KedungJaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di Kota Bekasi 
· Penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Grindle, sedangkan Peneliti sebelumnya menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn
· Penulis meneliti tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai, sedangkan Peneliti sebelumnya meneliti tentang Kartu Sehat

	4.
	Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang
Nama Penulis : Idos Firdaus (2019) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten.
	· Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode kualitatif.

	· Lokasi penelitian penulis di Desa KedungJaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang.
· Penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Grindle, sedangkan Peneliti sebelumnya menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III.
· Penulis meneliti tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai, sedangkan Peneliti sebelumnya meneliti tentang E-KTP.

	5.
	Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana (KB) di Desa Telaga Waru Kec. Peringgabaya Kab. Lombok Timur 
Nama Penulis : Saipudin (2021) Universitas Muhammadiyah Mataram. 
	· Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode kualitatif.

	· Lokasi penelitian penulis di Desa KedungJaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di Desa Telaga Waru Kec. Peringgabaya Kab. Lombok Timur 
· Penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Grindle, sedangkan Peneliti sebelumnya menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III.
· Penulis meneliti tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai, sedangkan Peneliti sebelumnya meneliti tentang Keluarga Berencana (KB).


Sumber : Penelitian Sebelumnya
	Dari tabel di atas, terlihat bahwa penelitian terdahulu sudah banyak yang membahas tentang Implementasi Kebijakan. Namun demikian, penelitian penulis tersebut tidak sama dengan penelitian penelitian sebelumnya, baik lokasi maupun teori yang digunakan. Oleh karenanya penelitian yang penulis lakukan ini bersifat asli. 
[bookmark: _Toc137558419]2.2 Tinjauan Pustaka 
[bookmark: _Toc137558420]2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 
	Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik (Subarsono, 2013:2).
	Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenernya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternative yang ada (Winarno, 2012:21)
Menurut David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Menurut Dye, 1981 dalam (Subarsono, 2013:3).
1. Konsep Kebijakan Publik
Menurut Anderson, konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni: Pertama, Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi oada maksud atau tujuan dan  bukan perilaku serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. Kedua Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya.
Ketiga Kebijakan adalah apa yang sebenernya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Keempat Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk memengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabatpemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengsn demikian, kebijakan publik mempunyai sifat “paksaan” yang secara potensialsah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak memiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta, hal ini berarti bahwa kebijkan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. 
	Sifat kebjakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori.;
1. Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy decisions) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntuan tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan mengenai suatu masalh tersebut. 
2. Keputusan kebijakan (policy demands) didefinsiikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang, memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkann peraturan administratif atau membuat interprestasi yuridis terhadap undang-undang. 
3. Pernyataan-pernyataan kebijakan (policy statements) adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik.
4. Hasil-hasil kebijakan (policy outputs) lebih merujuk pada “ menifestasi nyata” dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. 
5. Dampak-dampak kebijakan (policy outcomes) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.
2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 
		Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda 
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat mesuk ke dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. 
b. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan (policy alternativel / policy options) yang ada. 
c. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antar direktur lembaga atau keputusan peradilan. 
d. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah


e. Tahap Evaluasi Kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan (Winarno, 2012:35). 
[bookmark: _Toc137558421]2.2.2 Implementasi Kebijakan
1. Konsep Implementasi Kebijakan
                 Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislative bisa dijalankan, implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial (Winarno, 2012:146)
	Menurut Ripley dan Franklin dalam buku Winarno (2012:148) menjelaskan Implementasi Kebijakan yaitu:
	Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

	Menurut Grindle dalam buku Winarno (2012:149) menjelaskan Implementasi Kebijakan yaitu:
	Secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

	Menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Winarno (2012:149) menjelaskan Implementasi Kebijakan yaitu:
	Membatasi Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang di tetapkan oleh keputusan kebijakan. 

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap saja dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan publik. 
2. Model Implementasi Kebijakan
	Model kempat dibahas oleh Merilee S. Grindle (1980). Pendekatannya dikenal dengan nama Implementation as A Political and Administrative Process. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut: 
1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. 
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihar dua faktor, yaitu:
a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat implementability yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy (1980:5).
1. Content of Policy menurut Grindle adalah :
a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
b. Type of Benefits (tipe manfaat) 
Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. 


c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) 
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Content of Policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. 
d. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. 
e. Program Implementor (pelaksanaan program)
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelasana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini. 
f. Resources Commited (sumber-sumber daya yang digunakan)
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. 
2. Context of Policy menurut Grindle adalah:
a. Power. Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)
Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atas kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila haln ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.
b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan Rezim yang berkuasa)
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijaka. 
c. Compliance and Responsive (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)
Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan
	Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh semua lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.
	Sedangkan pendekatan bottom up, memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga yang tersentralisasi dari pusat. Pendekatan bottom up berpangkal dari keputusan-keputusan yang di tetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan bottom up adalah model implementasi kebijakan di mana formulasi kebijakan berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisa kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sistem sosiokultur yang ada agar kebijakan tidak bersifat kontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan itu sendiri (Agustino, 2016:142). 
[bookmark: _Toc137558422]2.2.3 Bantuan Pangan Non Tunai 
	Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program transformasi program rastra untuk memastikan program menjadi lebiih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program BPNT telah dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 dan terus diperluas ke wilayah-wilayah lainnya sampai saat ini. 
	Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan social serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden RI memberikan arahan agar bantuan social dan subsidi disalurkan secara nontunai pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Keuangan Inklusif pada tanggal 26 April 2016. Penyaluran bantuan social nontunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. 
	Dengan demikian tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin; mendorong usaha eceran rakyat; dan mengefektifkan anggaran. Dalam jangka panjang penyaluran bantuan pangan secara nontunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.
1. Tujuan Program BPNT
Tujuan Program BPNT adalah sebagai berikut:
1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, dan;
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
2. Manfaat BPNT
Manfaat Program BPNT adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.

2.3 [bookmark: _Toc137558423]Kerangka Pemikiran
      Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dioandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-undang.
      Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 berisi tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Seperti yang ada pada pasal 2 ayat (1) dan (2): (1) BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang, memberikan bahan pangan, secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi. (2) Manfaatn BPNT untuk meningkatkan: ketahanan pangan sekaligus memberikan mekanisme perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan, efisiensi penyaluran bantuan social dan pertumbuhan ekonomi di daerah utamanya usaha mikro kecil di bidang perdagangan.
      Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.
     Menurut Grindle “secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan”.
     Keberhasilan implementasi menurut Grindle (Subarsono, 2013:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni Isi kebijakan (content of policy) dan Lingkungan implementasi (context of implementation).
      Dalam hal ini Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa KedungJaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon belum optimal dikarenakan belum adanya upaya yang tepat untuk meningkatkan optimalisasi implementasi kebijakan dari pihak desa ke masyarakat. Sedangkan, semua masyarakat yang memperoleh bantuan tidak tepat sasaran tetap menerimanya. Tetapi, pihak desa harus melakukan upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan program bantuan tepat sasaran.
      Sehingga penerima bantuan pangan non tunai bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya diterima dan tidak ada lagi konflik yang terjadi agar menghasilkan masyarakat yang sejahtera.
	Berdasarkan uraian diatas maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :
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Variabel-variabel dalam Suatu Implementasi Kebijakan:
1. Isi Kebijakan (content of policy)
2. Lingkungan Implementasi (context of implementation)
(Merilee S. Grindle dalam buku (Subarsono, 2013))
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Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  
Upaya meningkatkan optimalisasi implementasi kebijakan 
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